KEJATI SUMUT TAHAN EKS KADIS BINA MARGA DI KASUS KORUPSI
JALAN
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Sumber Gambar: https://www.cnhnindonesia.com/

Medan, CNN Indonesia -- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan mantan
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, Bambang
Pardede.

Bambang menjadi tersangka korupsi peningkatan kapasitas jalan provinsi ruas
Parsoburan-Batas Labuhanbatu Utara, Kabupaten Toba Samosir yang merugikan negara
hingga Rp5 miliar.

Tak hanya Bambang Pardede, Kejati Sumut juga menahan dua tersangka lainnya
yakni Direktur PT. EPP Akbar Jainuddin Tanjung, dan kuasa pengguna anggaran/ pejabat
pembuat komitmen (PPK) Rico Mananti Sianipar.

"Benar, Kejati Sumut telah melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dugaan
korupsi peningkatan kapasitas jalan Provinsi, tepatnya ruas jalan Parsoburan-Batas
Labuhanbatu Utara,” kata Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut Yos A Tarigan,
Senin (22/7/2024).

Yos menyebut Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut melaksanakan paket
pekerjaan peningkatan kapasitas jalan provinsi ruas Parsoburan-Batas Labuhanbatu Utara
Kabupaten Toba Samosir, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp26.820.160.000.
Sumber dana pelaksanaan yakni APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2021.

"Fakta di lapangan ditemukan bahwa teknik pelaksanaan pekerjaan dilakukan
secara manual oleh pekerja lapangan PT. EPP atau tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Ditemukan kekurangan volume pekerjaan atau perbedaan antara volume pekerjaan yang
di lapangan dengan yang tercantum dalam kontrak sehingga menimbulkan kelebihan
bayar sebesar Rp5.131.579.048,27," ujarnya.
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Yos menyatakan ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal
3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Terhadap tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai 22 Juli
2024 sampai 10 Agustus 2024 di Rumah Tahanan Negara Klas | Tanjung Gusta Medan.
Sementara untuk tersangka RMS sedang menjalani hukuman dalam perkara lain,"
ujarnya.

Sumber Berita:

1. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240722185937-12-1124243/kejati-
sumut-tahan-eks-kadis-bina-marga-di-kasus-korupsi-jalan, 22 Juli 2024;

2. https://medan.kompas.com/read/2024/07/22/213540578/diduga-korupsi-perbaikan-
jalan-toba-samosir-eks-kadis-bina-marga-sumut-ditahan, 22 Juli 2024.

Catatan Berita:
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
Pasal 3

(1) Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan
jaringan jalan di pusatpusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-
pusat produksi dengan daerah pemasaran.

(2) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam
rangka memperkokoh kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah
terpencil.

(3) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan:

a. Perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata,
dan seimbang; dan
b. Daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.

Pasal 4

(1) Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-
besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-
rendahnya.

(2) Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan
antardaerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah
pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur
pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.
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(3) Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah
yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang
memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan
pelayanan kegiatan perkotaan.

(4) Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara
jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem
jaringan jalan.

Pasal 25

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:
a. Jalan nasional,

b. Jalan provinsi;

c. Jalan kabupaten;

d. Jalan kota; dan

e. Jalan desa.

Pasal 57

(1) Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan
nasional.

(3) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan
jalan desa.

(4) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan
kebijakan nasional.

(5) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi
jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 1

Angka 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan
Barang/Jasa  adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa  oleh
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Angka 22.

Angka 30.

Angka 36.

Angka 44.

Pasal 3
Ayat (1)

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD
yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima
hasil pekerjaan.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah
aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan,
evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pemerintah.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan.

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah
perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau
Swakelola.

Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
Barang;

Jasa Konsultansi; dan
. Jasa Lainnya.

Ayat (3)

a
b. Pekerjaan Konstruksi;
c
d

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakandengan cara:
a. Swakelola; dan/atau
b. Penyedia.

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan,diukur dari
aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
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meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
meningkatkan peran pelaku usaha nasional;

mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasilpenelitian;
meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
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g. mendorong pemerataan ekonomi; danh. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
efisien;

efektif;

transparan;

terbuka;

bersaing;

adil; dan

akuntabel.
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Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Pasal 2 Ayat (1)

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling
sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
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